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URGENSI QAWA’ID AL-AHKAM DALAM
PEMBINAAN HUKUM ISLAM

Abstrak .
Berbicara tentang Qawa'id al-ahkam tidak terlepas dari aturan

dasar dan prinsip-prinsip hukum Islam yang abstrak atau pada umumnya
melatarbelakangi peraturan kongkrit atau kaidah sosial dan kaidah hukum.
Qawa'id al-ahkam mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dan
tidak akan habis kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan
hukum, melainkan tetap mampu melahirkan aturan dan peraturan hukum
seterusnya. Qawa'id al-ahkam bukan norma-norma hukum yang kongkrit
melainkan sebagai dasar-dasar atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.
Selain itu, Qawa'id al-ahkam adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam
pembentukan hukum positif yang dapat dijadikan orientasi dalam
pembentukan hukum tersebut.

Dari pembahasan ini diharapkan diperoleh informasi yang
bermanfaat mengenai Urgensi Qawaidul Ahkam dalam pembinaan Hukum
Islam baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai acuan dalam menetapkan
hukum, terutama hukum Islam yang senantiasa berkembang sesuai dengan
perkembangan waktu dan perubahan siosial.

Key Note: Qawaid al-Ahkam, Pembinaan Hukum Islam

Corak pemikiran Hukum Islam dapat dimulai dengan mengadakan
penelitian secara induktif terhadap materi hukum yang disebutkan dalam
nas Alqur’an atau hadis, kemudian dibuat kaidah umum yang dapat menjadi
pedoman memberikan ketentuan hukum terhadap berbagai macam peristiwa
hukum. Kaidah umum itu disebut "Qawa’id fighiyyah” (Kaidah fikih)

Mata kuliah Qawa'id al-ahkam adalah aturan dasar dan prinsip-
prinsip hukum Islam yang abstrak atau pada umumnya melatarbelakangi
peraturan kongkrit atau kaidah sosial dan kaidah hukum. Qawa'id al-ahkam
mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis dan tidak akan habis
kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan hukum, melainkan
tetap mampu melahirkan aturan dan peraturan hukum seterusnya. Qawa 'id
al-ahkam bukan norma-norma hukum yang kongkrit melainkan sebagai
dasar-dasar atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Selain itu, Qawa 'id al-
ahkam adalah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif
yang dapat dijadikan orientasi dalam pembentukan hukum tersebut.
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A. Pengertian Qaidah Figh | L .

gSebaga?studi ilmt?-ilmu_ agama pada umumnya, kajian ilmu qaldaif
figh diawali dari definisi. Pada umumnya, deﬁnisi.llmu tertentu dla}waln
dengan pendekatan kebahasaan, Dalam studi ilmu kaidah figh, didapati dua
term yang perlu dijelaskan,yaitu qaidah dan figh. )

Di antara arti qaidah secara bahasa sebagai dijeaskan oleh Ahmad
Warson Munawwir, adalah al-asas (dasar, asasa, dan fondasi), al-ganun
(peraturan dan kaidah dasar), al-mabda’ (prinsip), dan al-nasaq (m.etode
atau cara).' Musthafa az-Zarqa dalam pengantar buku Syarh al-Qwaid al-
Fighiyyat, karya bapaknya, Syaikh Ahmad Ibnu al-Syaikh Muhammzad az-
Zarqa, menjelaskan bahwa arti qaidah secara bahasa adalah al-Asas.. baik
sebagai asas yang konkret (inderawi) maupun yang abstrak (ma’nawi). ‘

Di antara ati qaidah yang menunjukkan arti asas yang konkrit
adalah Fir;man Allah (Q.S. 2: 127):

SN C U G Yol 1T o BT ety 25 3

-

PN Pl
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah
daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha

mendengar lagi Maha Mengetahui®.*

Dalam surat an-nahl ayat 2§ Allah berfirman:

, " ’0‘ T4

- L
......... Aelydll T gl abl ] CYUR

. . 4
..Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari Sondasinya....

Dua ayat al-Qur’an di atas menunjukkan salah satu arti kaidah,
yaitu al-asas atau fondasi. Ulama berbeda pendapat dalam meredaksikan
definisi kaidah secara istilah. Paling tidak, ulama ahli nahw berbeda
pendapat dengan ulama ahli figh dan ahli ushul dalam menentukan redaksi
definisi kaidah secara istilah. Ulama ahl; nahw berpendapat bahwa kaidah
semakna dengan al-dhabith, yaitu:

i 3a gaan ole Aiglia 43K Zjud

“Aturan-aturan umum yang mencakup semua bagiannya”. °

' Jaih Mubarok, Kaidah Figh: Sejarah dan Kaidah Asasai, (Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2002) hlm 1; hmad Warson Munawwir, Kamus Arab Melayu Al-
Munawwir, (Yogyakarta, Pesantren Al-Munawwr, 1984), him 1224

2 Ibid , him 447

Hasbi Ash-Shiddieqi, 4/-Qur‘an dan Terjemahnya (Jakarta, Yayasan
Penerjemah Al-Qur’an, Departemen Agama RI, 1989) him 33
' Ibid, him
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Aturan-aturan atau qaidah yang difahami dan dikembangkan oleh
ulama ahli ilmu nahw tergambar dari ugeran tentang fa'il dan maf ’ul.6 Bagi
mereka, setiap fa'il adalah marfu’; dan setiap maf'ul adalah manshub.

Uama ushul berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah

adalah:
ada LgalSal oyl 4353 50 paen (Slo IS pSa
“Peraturan umum yang menckup pada semua bagiannya supaya
diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut”.
Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Abdul Mujib,
bahwa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah kuli ialah:
“Hukum kulli (peraturan umum) yang vberlaku atas semua bagian-
nagiannya atau cabang-cabangnya”®
Sedangkan ahli figh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

kaidah adalah:

“Aturan pada umumnya atau kebanyakan yang membawahi
bagian-bagiannya ntuk mengetahui hukum-hukum yang dicakupnya
berdasarkan aturan unum tersebut”.’

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kaidah bukan hanya
terdapat dalam figh, tetapi terdapat juga dalam ilmu-ilmu lain seperti dalam
ilmu tafsir, hadits, ilmu ushul, dan ilmu bahasa.

Yl alyian sl LIV o'l 853
“Patokan (hukum) adalah keumuman kata-kata, bukan kekhususan
sebab-sebab” '°

Misalnya Nabi ditanya tentang wudhu air laut padahal itu terdapat air
tawar sedikit yag cukup untuk wudhu saja atau untuk minum saja. Jawab
Nabi SAW:

(b oty {s3a i oty ) A8 Ualt 350 gkt 44
(Lawt itu suci airnya dan halal bangkainya)(H.R. Tirmidzi dan Ibnu
Hibban).

* Jaih Mubarok, Op-Cit, him 2

S Ibid

? Ibid, him 3

® H. Abdul Mudjib, 4/-Qawa'idul Fighiyyah (Kaidah-aidah limu Figh),
(Yogyakarta, Nur Cahaya, 1984) him 15

? Jaih Mubarok, Op-Cir, him 3; Lihat pula H. Muhlish Usman, Kaidah-
kaidah Ushuliyyah dan Fighiyyah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), him 4

' Ibid
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Hadits di atas tetap menunjukkan kesucian air laut, walaupoun gir
tawar banyak tersedia, karena hujjah itu diambil dari keumuman hadits
tersebut bukan asbab wurud yang melatarbelakangi adanya hadits tersebut.

Keumuman lafadz (kata-kata) dijadikan patokan (hukum) karena
sebab turun ayat (asbab al-Nuzul) ditujukan untuk memperjelas makna
kata-kata. Oleh karena itu, makna kata-kata tidak dikurangi karena sebab
tersebut. Dalam kaitan ini Abd al-rahman Ibn Nashir al-Sa’di berkata:

e sl JUdl s o g L) g3 bpud (g0 g9 sRaiall 4B La )
Ledle 5 goate Y BUIYH Ses Caad y BAEY
“Para mufassir menjelaskan sebab nuzul: “la (sebab nuzul
dibentuk) dengan cara matsal (perumpamaan yang tidak dekat dengan
keserupaan) untuk menjelaskan kata-kata, kata-kata dan ayat-ayat
tidak dikurongi dengan sebab nuzul tersebut”,

Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafalnya bukan karena sebab
yang melatarbelangi , hal ini sesuai dengan kaidah yang dikemukakan oleh
Mubhlis Usman:

ol e B ¢

““Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal, bukan kekhususan

sebab-sebab” "

Selanjutnya dikatakan bahwa lafal ’am yang telah disebutkan
satuan-satuan melalui hukumnya maka *am itu tidak perlu dikhususkan lagi.
Kaidahnya:
e VD FUCAIA [ JPRARS <)

“Penuturan sebagian satuan ‘am dengan hukumnya maka tidak ada
kekhususan lagi”.

Misalnya seruan mentasharrufkan zakat wajib pada Jakir, miskin,
amil dan seterusnya maka pentasharrufan zakar tidak boleh diberikan
pada selain 8 ashnaf itu, karena delapan ashnaf itu merupakan bagian
dari satuan 'am dan hal itu tidak boeh dikhususkan lagi. '

Dalam Ilmu hadits terdapat kaidah-kaidah yang merupakan kreasi
ulama hadits dalam memilah-milah hadits. Kaidah tersebut antara lain
mengenai hadits dha’if. Ulama hadits menjelaskan sebagai berikut:

Jlae VI Jilizad 8 45 Jansd

“(Hadits dha'if) diamalkan untuk keutamaan amal”.

Dalam menyikapi masalali hadits ternyata kaum muslimin pada
masa lalu sangat piawai untuk membuat suaty kaidah hukum. Perhatian
terhadap sanad hadits adalah sunnah muakkad di antara beberapa sunnah

"' H. Muhlish Usman, Kidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah: Pedoman
;z'asar dalam Istinbath Hukum Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), him
2

2 Ibid
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dan lambang keagungan ummat. Karena itu ummat Islam wajib
berpedoman pada sanad dalam meriwayatkan hadits. o
Ibnu Mubarak mengemukakan kaidah-kaidah sebagai berikut:
el Lo U rye O Sy 91 9 oy 0 A (0 33 9
Sanad adalah bagian dari agama, dan seandainya tidak terdapat
sanad tentu orang berkata sekehendaknya hatinya.
Sufyan Tsauri mengemukakan bahwa sanad:
On 3l £ e LY

Sanad adalah merupakan pusaka orang mu’'min.

Nilai dan kegunaan sanad tampak jelas bagi seseorang untuk
mengetahui kaidh para perawi hadits dengan cara mempelajari keadaan
mereka dalam kitab-kitab biografi perawi. Demikian juga untuk mengetahui
sanad yang rmuttashil dan yang menqathi’, Jika tidak terdapat sanad, tidak
dapat diketahui hadits yang sahih dan hadits yang tidak shahih

B. Kaidah-kaidah Penting dalam Qawaidui Ahlam
H. MA. Tihami mengemukakan bahwa ada beberapa kaidah
penting menurut pesrsepsi para imam madzhab, antara lain:
1. Menurut Syafi’iyah:
Sekurangnya terdapat 14 kaidah penting yang dipaparkan oleh
kalangan Syafi’iyah, yaitu:
Aaladlly Gyl f ailid il g el (K|
“Setiap tindakan atas nama crang lain harus didasarkan kemaslahatan”
B PP LA - A RV A B ) DA )
Ja=3yy
"Sesuatu akan tetap dianggap berlaku selama tidak dibatalkan”
Iyl Sl g 3
“Sesuatu yang masih dapat dilakukan, tidak gugur karena adanya
kesulitan”
Lo (et 68 Lo 283 I 0L 0 il a3 4
“Setiaptransaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak
ebaikan adalah dilarang”
Ay S0 ) Laln) ey G G 3 e S
“Ucapan menurut asalnya adalah (arti) hakikat; terkadang
dialihkan  kepada (arti) majaz dengan  sebab  niat
mengucapkannya”
il Gzl LI i 6
“Brang titipan yang dimanfcakan, dipertanggungjawabkan jika
terjadi kerusakan”
GaLad W) 03Ul 4 3 il £l e iy fe (K 7
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“Setiap orang yang dikenai beban kewajiban lalu ia tidal

melakukannya (memenuhinya) maka ia wajib meng,?gdha
(mengganti), agar ia mencapai/mendapatkan kemaslahatannya

il I S fpa g /AT 8
“Keluar dari khilaf (perbedaan) itu lebih utama dan lebih baik”.

Dalam hadits disebutkan bahwa perbedaan pendapat itu menjadi

rahmat. ,
T sy

“Perbedaan pendapat itu menjadi rahmar”

Perbedaan pendapat yang dimasud pada hadits di atas adalah
terbatas pada masalah-masalah furu’iyah untuk memberikan kelonggaran,
bukan pada masalah-masalah yang prinsip seperti masalah tavhid dan
sebagainya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan yang
disebutkan pada hadits tersebut bukan dalam masalah agama, tetapi yang
dimaksud adalah keraguan dalam mengarungi kehidupan dan pencarian
nafkah."

Para ulama salaf tidak mau mengarikan kata “ikhtilaf” tersebut
dengan arti “perbedaan”, tetapi artinya adalah toleransi/tidak bersikap
ekstrim terhadap sesama muslim yang bermadzhab lain, karena mereka
khawatir kalau ikhtilaf tersebut diartikan “perbedaan” tentu akan
membahayakan, terutama bai kaum awam. '*

Hadits yang lain mengatakan:

) Sa E Cd f g
“Agama itu mudah tidak akan ada yang berselisih mengenai
masalah agama kecuali ia belum mematuhinya”.

Sufyan as-Tsauri pernah mengatakan: “Janganlah kamu
mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai masalah begini
dan begini, tetapi katakanlah bahwa para ulama memberikan kelonggaran
hukum dalam masalah begini dan begini.'

Selanjutnya MA. Tihami mengemukakan kaidah yang kesembilan

dari Syafi’iyah:
Ll 'y Gl SR G
"Sesungguhnya orang kafir itu terkena khithab (kewajiban) pada

beberapa cabang dari syari'ah”
A5 5sed ¥ & 5y Y L A5 S A5 TR LA 10

:: MA. Tihami, Kuliah Qawaidul Ahkam. Serang, 22 Februari 2008
Abdul Wahab as-Sya’rani, 4I-Mizanul Kubra, Perbandingan Madzhab
dalam Pertimbangan Hukum Islam, alih bahasa Achmad zaidun dan A. Ma'rf
Asroni, (Surabaya, Dunia IImu Ofset, 1997) him 90
"> Ibid
' Ibid, him 91
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“Segala sesuatu yang boleh dijual, boleh digadaikan, dan segala
sesuatu yang tidak boleh dijual, tidak boleh pula digadaikan”.
3 Y0 4l oln 445 5 G K 11

“Segala sesuatu  yang diperbolehkan  menjuanyal,maka sah

menghibahkannya dan yang tidak boleh menjuanyal, tidk boleh pula

menghibahkannya”
Ulama yang dikenal seteal Imam al-Syafi’i adalah Imam Ahmad

Ibn Hanbal (w. 241 H). Di antara kaidah yang dibangun oleh Imam Ahmad
Ibn Hanbal adalah: 5 o,
Ay A83ally 3l 438 gad il 438 e L B

“Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk
dijual, dibolehkan untuk dihibahka, dishadaqahkan dan
digadaikan”

Kaidah yang lain mengatakan:
Ay e Wby iy (Ta dngy 2 @ )sd 5 SIS Ul TaDN 4y 5 130 8
48 yad
“Setiap yang dibeli seseorang dengan ditakar atau ditimbang,
tidak boleh dijual sebelum dapat dipegang (dikuasai). Selain itu

dibolehkan.
Pada zaman berikutnya, muncul seorang ulama yang bernama Abu

Sulaiman Ahmad Ibn Muhammad al-Khuthabi al-Busthi (w. 388 H) yang
banyak membentuk kaidah-kaidah figh dalam kitabrya, Ma alim al-sunan.
Di antara kaidah yang dibentuknya adalah:

“Keraguan tidak mengurangi keyakinan™
Kaidah yang lainnya adalah:
S L JUy Y ol
Keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan”
Yang dimaksud dengan “yaqin” adalah:
Ay SRS UG I8 G b
"Sesuatu yang tetap, baik dengan penganalisaan maupun dengan
dalil”
Sedangkan yang dimaksud dengan *syak” adalah sebagai berikut:
wAob (s gl a4l y gt (5 I3 IR L pa il
AV e Caaal adal () il ol gl
“Syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya,
dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan
kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya."
Dasar-dasar nash Kaidahnya adalah:
Vol {2 e oAl Gl RS LS “ail) L a8 30 1)
ol50) By 33 Il Ulsia a5 aalidll (e 20580 S

'” Abdul Mudjib, Op-Cit, him 25-26

URGENSI QAWA'ID AL-AHKAM DALAM 87 Sohari
PEMBINAAN HUKUM ISLAM



GaA ol oo gl
Apabila seorang di antara kalian menemukan sesuatu di dalam
perut kemudian sangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya
atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga
mendengar suara atau mendapatkan baunya (HR. Muslim dari Abu

Hurairah) 2.

Dalam hadits yang lain disebutkan:
gl Gl 5 3 Tlm 18 %4 20 gt 3 0T B 1y
(a2l 3o g (gda sl ol y ) GRS o T S

Apabila seorang di antara kalian ragu dalam mengerjakan
shalat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan tiga atau
empat rekaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah
kepadu apa yang diyakini (yang paling sedikit) (HR. Tirmidi dari
Abdurahman).

Pada kedua dalil itu disebutkan bahwa keyakinan tidak dapat
dihiangkan dengan keraguan. Misalnya seseorang ragu-ragu berapa rekaat
yang ia lakukan dalam shalatnya, maka yang yakin adalah rakaat yang
paling sedikit, karena yang paling sedikit itu yang yakin sedang yang paling
banyak merupakan yang diragukan. Demikian juga seseorang yang telah
berwudhu dan ragu-ragu apakah ia sudah berhadats atau belum maka ia
dianggap masih mempunyai wudhu, karena mempunyai wudhu itu yang
yakin sedang berhadats masih diragukan.

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan yakin.

B G e 8 G el Giayt
“Hukum asal adalah letapnya apa yang telah ada atas apa yang
telah ada” "°

Misalnya ada dua orang yang mengadakan utang-piutang, dan
keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar atau belum sedang
pemberi utang bersumpah bahwa utang itu belum dilunasi, maka sumpah
pemberi ntang itu akan dimenangkannya karena yang demikian itu yang
yakin menurut akidah di atas. Dan hal itu dapat berubah jika yang utang
dapat memberikan bukti-bukti bary atas pelunasan utangnya.

Kaidah berikutnya adalah

LA JaY 12

“Menurut asal (hukum asal) adalah bebas tanggungan”

Misalnya jika tejadi pertengkaran antara tertuduh dan penuduh,
selama peruduh tidak ada bukti yang dimenangkan adalah pengakuan
fertuguh, karena pada dasarnya ia bebas dar segala beban atau tanggung
jawab.

Y. Muhlish Usman, Op-Cit, him 115
** Abdul Mudjib, Op-Cir, him 26
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Kaidah tersebut sesuai dengan kodrat manusia, bahwa ia ial"ug
dalam keadaan bebas belum mempunyai tanggungan apa pun, Ini
menandakan bahwa manusia adalah makhluk yang suci tidak terbebani oleh
dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Adanya beban
tanggung jawab adalah sebagai konsekuensi logiszodari hak-hak yang telah
dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan. _

Kaidah berikut yang ada relevansinya dengan masalah keragu-

raguan adalah sebagai berikut: L
¢ ® Ay J A1 Y ol U ] S 1y

"Barangsiapa yang ragu-ragu apakah ia telah melakukan sesuatff
atau belum, maka hukum yang terkuat adalah ia belum melakukannya.
2]

Misalnya seseorang ragu-ragu apakah ia sudah wudu atau belum
maka yang dimenangkan adalah ia belum wudu, karena belum wudu
merupakan hukum asal, yakni manusia itu pada dasarnya lepas bebas
sedang wudu salah satu dari bentuk beban.

Kaidah berikutnya adalah:
OY N e U 3R N s Sy i) 88 o
"Barangsiapa yang yakin melakukan pekerjaan tetapi ragu-ragu
tentang sedikit-banyaknya perbuatan, maka yang dianggap adalah
yang sedikit karena hal itu yang meyakinkan. *

Misalnya seorang shalat, apakah ia telah melakukan 3 rakaat atau 4
rakaat, maka yang dianggap adalah 3 rakaat, karena 3 rakaat itu yang yakin,
sedang yang 4 belum tentu, dan untuk mencapai 4 harus melalui 3 dulu
sehingga yang 3 merupakan yang yakin.?*

Kaidah yang lain menyatakan:

Ot V) & Y Oy S G G
"Sesunggulmya sesuatu yang berdasarkan keyakinan, tidak dapat
dihilangkan kecuali dengan yang yakin pula.” **

Misalnya dalam satu jamaah shalat, imam bingung apakah shalat
asharnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia meyakinkan 3 rakaat sehingga ia
ingin  berdiri, namun makmum memperingatkan dengan bacaan
“subhanallah™ berarti bilangan rakaatnya sudah genap 4 rakaat, dikala ini
imam harus mengikuti makmum.

Kaidah yang lain mengatakan:

sl e Y1 Y]
"Asal dari segala hukum adalah tidak adanya beban”

2% Muhlish Usman, Op-Cit, him 117

2 1bid

2 As-Suyuthi, 4/-Asybah wa al-Nadhair, (Indonesia, Syirkah Nur Asia,
tth) him 40

2 Muhlish Usman, Op-Cir, him 118

M As-Suyuthi, Op-Cit, him 40
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Misalnya terjadi perselisihan antara pembeli fl§ng9n penjual tentang
barang yang cacat yang sudah dibeli, aka ka§us ini 'dlmet.langkan yang
penjual, karena waktu pembeliannya barang itu masih baik belum ada
cacatnya. .

i lain mengatakan:

Kaidah yang g Bl s T o 25241

“Asal dari setiap kasus mengenai perkiraan waktu adalah dilihat

dari yang terdekat waktunya”

Misalnya seseorang wudhu dengan air sumur, kemudian ia shalat,
setelah shalat ia melihat bangkai tikus dalam air sumur itu, maka ia tidak
wajib mengqodho shalatnya, kecuali dia yakin bahwa shalatnya tidak sah
karena berwudhu dengan air najis.

Kaidah berikutnya:

Pl Lo BN 85 . K S8 3 Yl

“Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat
bukti yang mengharamkannya”
Kaidah tersebut dicetuskan oleh Imam Syafi’i, sedangkan bagi Imam

Hanafi adalah sebagai berikut:
AU e A {0 R AN Y S Y]

Hukum asal sesuatu adalah keharaman, sehingga terdapat
buxti yang memperbolehkannya”

Kiranya kaidah tersebut yang lebih absah adalah kaidah yang
dicetuskan oleh Imam Syafi’i, karena kaidah itu sesuai dengan asas
filosofisnya tasyri’ Islam, yakni tidak mmberatkan dan tidak banyak beban.
Lagi pula kaidah itu ditopang oleh Firman Allah (Q.S.2: 29):

z . .tv. z Jv/r' .fa'J
barz 2OV G L (ST T5lE (6T 30

s "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu’

Sabda Nabi SAW:

‘e ;.;3&3’:.&:5;&3;5;‘,;3;3;&:,33&:,332&:1 dali

el 50 as ol S A 0 A0 (8 A Al e 1yt

(G‘J _):\" q..al e
Apa yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa
yang telah diharamkan oeh Allah adalah haram, sedang yang tidak
disinggung adalah dimaafkan (memakannya), maka terimalah
kemaafan iw sebagai (karunia) dari Allah. Sesungguhnya Allah

tidak lupa akan sesuatu (HR. al-Bazzar danTabrani dari Abu
Darda).

» Hasbi Ash-Shiddieqi, 41-Qur 'an dan Terjemahnya (Jakarta, Yayasan
Penterjemah Al-Qur’an, Depag RI, 1989) him 13
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Walaupun kedua kaidah tersebut bertentangan, namun dapat
dikompromikan, yakni meletakkan dan menggunakan kaidah sesuai dengan
proporsinya. Kaidah pertama lebih tepat digunakan untuk masalah
muamalat dan masalah keduniaan, sedang kaidah kedua untub masalah
ibadah. Misalnya anjing haram dimakan sedang ikan halal dimakan, karena
keduanya telah jelas s\nashnya dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, namun
makanan yang tidak dinash dalam nash maka kaidah yang cocok untuk
kasus ini adalah kaidah pertama yakni makanan itu halal/boleh. Sedang
masalah ibadah tidak diperboehkan melakukan kecuali ada perintah. Hal itu
sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

S G T 5t U 530 3 Lty
“Asal hukum ibadah adalah batal kecuali ada dalil yang
menyerukannya’.

Dalam hadits disebutkan:
35 (53 13 Uyl 8 il Wz i
Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan
termasuk seruanku maka amalan itu tertolak.

Selanjutnya MA. Tihami menulis kaidah sebagai berilkut:
Alng Clge iyl 8 00 Uil 0,13
“Barang siapa tergesa-gesa terhadap seuatu yang belum
waktunya, maka ia (harus dihukum) terhalang dari sesuatu ity

Abdul Mudjib memasukkan qoidah ini merupakan kaidah yang ke-30.

dengan sedikit lafadznya agak berbeda, yaitu:
Al Cise Ayl I8 G Jaal (1

Menurut Abdu Mudjib, Qaidah ini lebih bersifat sebagai eringatan
agar orang tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu perbuatan atau suatu
tindakan dalam rangka untuk mendapatkan haknya sebelum waktunya,
sebab akibatnya dapat merupakan kegagalan.
Contoh: Dalam masalah waris, karena salah seorang anggota ahli waris
tergesa-gesa untuk mendapatkan harta waris, kemudian membunuh
terhadap orang yang akan meninggalkan harta waris, maka akibatnya si
pembunuh tidak boleh mendapatkan harta warisan.?’

Demikian juge orang yang tergesa-gesa melakukan shalat atau

berbuka puasa sebelum saat/waktunya tiba, maka shalat dan puasanya batal.
Sebagian ulama menyempurnakan susunan Qaidah ini sehingga menjadi:

% MA. Tihami, Kuliah Qawaid al-Ahkam, 22-2-2008
" Abdul Mudjib, Op-Cit, him 72
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“Barang siapa tergesa-gesa terhadap seuatu yang belum waktunya,
dan tidak wuntuk kemaslahatan terhadap tetapnya sesuatu, akan
menerima akibat tidak mendapatan sesuatu itu”

pAIAY GRS 8 2l mllia I Aaall Gl L&A 81 14
Sesungguhnya semua taklif (perintah Allah) pada dasarnyo
bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri baik di duiiic
maupun di akhirat.

Izz ad-Din bin *Abd as-Salam dalam kitabnya, Qawaidul Ahkam,
seperti dikutip oleh MA. Tihami dkk, telah mengungkapkan prinsip sebagai
berikut:

AT ZAGH 3 il s ) e I8 LSS 2
Agpaia 4503 Yy il 2ol 4335 Y M 0o 1o 52 A,
Oalalt

"Sesungguhnya semua taklif (perintah Allah) pada dasarnya
bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendivi baik di dunia
maupun di akhirat. Allah SWT, tidak membutubkan ibadat dari semua
hambanya, tidak bermanfaat kepadanya, kekhusu'an orang yang taal,
sebagaimana tidak memberikan mudharat kepadanya kejahatan orang
yang maksiar” *

Abu Ishaq asy Syatibi, dalam kitabnya, Al-Muwafaqat,
mngemukakan:
ey Bindly 48 jma a3 5l ta aealia g codlalaall J8af 34
KW EN cﬁ_,wlll|éﬁat_-\19gg‘élgdléb4~l}b_)uh z.l:.g.u
pHe
“Sesungguhnya ketentuan hukum muamalat dan Yuan syari'at
Islam sudah dapat diketahui dengan akal manusia, dan bahwa syari'at
itu telah ditetapkan untuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yakni
untuk mengambil manfaat dan menghindarkan (menolak) mafsadar’. *°

Dengan pengertian lain, ketentuan hukum itu ditetapkan atas dasar
prinsip bahwa segala hal yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh
(ibadah), sedangkan hal-hal yang mafsadat (mersak) bagi manusia adalah
dilarang.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya, I'lamu al-Muwagqqi'in
an Rabbil ‘alamin, seperti dikutip MA. Tihami, ketika membahas tujuan
syarat’ (maqashdus syari'ah), dengan cara yang menarik mengungkapkan
yang artinya:

“Sesungguhnya dasar dan asas syari'at Islam adalah hikmah dan
kemaslahatan mnusia di dunia dan akhirat, Syari‘at Islam adalah

28 .
1bid
 MA. Tihami dkk, Refleksi Pemikiran Figh: Mensyukuri 70 Tahun Prof, K.H.
Abdul Wa:gab Afif, MA, (Serang, Yayasan Sengpho, Banten, 2007) him 81
1bid
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keadilan, rahmat, dan hikmah secara kesluruhan. Karena itu, setiap
ketetapan hukum yang menyimpang dari keadilan kepada kedzaliman,
dari hikmah kepada aniaya, dari kemaslahatan kepada ke-mafsadatan,
dan dari hikmah kepada kesia-siaan, bukanlah dari Syari‘at Islam
sekalipun dimasukkan ke dalamnya dengan takwil; karena syari'at
Allah itu adalah keadilan Allah dan rahmat-Nya untuk hamba-Nya”. *'

Di samping prinsip tersebut, dalam syari’at Islam terdapat prinsip
yang berkaitan dengan kemudahan (taisir), misalnya karena darurat,
kesuitanm atau kesempitan dengan berbagai macam barang yang berbeda,
sckalipun pada dasarnya sama, seperti prinsip:

a. Kesukaran itu menimbulkan kemudahan:
il s Al
b. Suatu perkara jika telah sempit atau sulit, ia menjadi lapang (luas)
et} Bl 13 il
¢. Segala darurat bisa membolehkan yang dilarang
<y shal pead il g sl

Ad. a. s Calas GA

Kesukaran itu menarik adanya kemudahan

Dasar qoaidah tersebut adalah Firman Allah (Q.S Al-Baqarah:
185):

v -, v z< a
.......... Sl pmy 8y, N3 52 oy S Sy

Allch menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu.

Dalam surat al-Hajj ayat 78 Allah berfirman:
E’ - - hd - rd [ 2 .,’ T s - 1- -
7 or ol g e Jar U

-

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan. "’

Hadits Nabi SAW:
(5ol 4 sal) A5 ABEN 0 Y o Ll S
(G g e
“Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah adalah
agama yang benar dan mudal’* (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah).

2. Menurut Hanafiyyah
Dalam kaitan ini MA Tihami memberikan 7 kaidah untuk
Hanafiyyah, yaitu sebagai berikut:
A O T 5508 a3 Sy e L 1 £330 B YT

3 1bid, him 82
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s
“Hukum asal bahwa sesuatu yang sering terjadi, maka diposisikan
seperli terjadi secara hakikat, walaupun hal itu (kemudian) tidak

terjadi.”
Aade (o Lo ol o 20200 ol o 13 1 YT 2
“Hukum asal bahwa, jkia sesuatu itu tidak sah, maka sesuatu yang
terkandung di dalamnya juga tidak sah” ..
Aabiadly Ll Ll o WLyt Giljias 3
“Kerja pemerintah untuk rakyatnya, harus dalam menjamin
kemaslahatan”,

Kepemimpinan dalam Islam merupakan ajaran yang penting. Tiga
orang yang sedang melakukan perjalanan diperintahkan untuk mengangkat
pemimpin di antara mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits:

Al Ll il 2838 205 1y
Apabila ada 3 orang sedang melakukan perjalanan (safat), maka
diperintahkan untuk mengangkat pemimpin di antara mereka.

Karena pemimpin dapat menentukan kebijakan umum demi
kepentingan besama dan pemimpin adalah sebagai penegak hukum atau
aturan. Karena berkaitan dengan publik, kebijakan pemimpin didasarkan
pada kepentingan mas!ahat yang umum. Hal ini berkenaan dengan
kebijakan pemimpin terhadap iakyatnya, seperti disebutkan oleh Zayn al-
Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-hanafi tersebut di atas.>

vadly VIELAN S Y, 4,
“Berbuat dengan sukarela(tabarru'nya) tidak dapat sempurna
kecuali dengan adanya serah terima”
A O8N S JLY 5
“Hukum asal dalam pembicaraan adalah arti hakikar’,

Dalam mengomentari kaidah dj atas (no.5) Abdul Mudjib
memberikan contoh sebagai berikut:

"Apabila ada seorang memberikan wasiat akan memberi sesuatu
kepada anaknya, maka tidak temasuk di dalam pengertian wasiat tersebut
cucu (anak dari anak),karena makna hakiXkat dari anak adalah yang langsung
daripadanya.

Apabila seseorang bersumpah tidak menjual sesuatu barangnya,
kemudian dia menyuruh orang lain untuk melakukan penjualannya, maka
dia tidak melanggar sumpahnya.**

Kata-kata yang sama dikemukakan oleh Jaih Mubarok:

LT NI L R
“Hukum asal dalam pembicaraan adalah arti hakikar”,

Menurut Jaih Mubarok, pada dasarnya pembicaraan menggunakan
perkataan dengan makna hakiki, kecuali ada tanda-tanda lain yang
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah majazi. Hakikat dan majaz ada

*2 Jaih Mubarok, Op-Cit, him 95
' Abdul Mudjib, Op-Cir, him 30
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dalam pemakaian kata (ind al-isti'mal). Sebagai contoh dapat dilihat
ilustrasi berikut:

Seorang pedagang memiliki dua orang anak laki-laki bernama
Nandang dan Tatang Sutardi. Sebelum meninggal, pedagang tersebut
berwasiat kepada kedua anaknya agar pergi dan pulang pasar jangan sampai

tersinari oleh matahari.
Nandang memahami perintah ayahnya secara hakiki. Oleh karena

itu, ia membuat tenda dari rumahnya hingga ke pasar, padahal rumahnya
jauh dari pasar; dan akhirnya, uang peninggalan dari ayahnya banyak
dihabiskan untuk itu. ‘

Lain halnya dengan Tatang Sutardi, ia memahami perintah ayahnya
secara majazi. Menurut Tatang Sutardi, ayahnya tidak melarang dia terkena
sinar matahari ketika dalam perjalanan pergi dan pulang dari pasar, tapi
ayahnya berpesan agar ia giat berdagang di pasar dengan cara pergi ke pasar
sebelum matahari terbit dan pulang dari pasar sebelum matahari terbenam.
Dari segi ekonomi, pemahaman Tatang Sutardi lebih menguntungkan.

Akhir  cerita  dikatakan bahwa Tatang sutardi  dapat
mempertahankan dan menambah kekayaan yang diterima dari ayahnya
karena ia giat berdagang; sedangkan Nandang semakin lama semakin
berkurang kekayaannya karena kurang bersungguh-sungguh dalam
berusaha.**

YD 8 LASLaE LTS A1) paly i 50 O W13 6
U
“Apabila ada dua hal yang memiliki maksud yang sama, maka salah
satu dapat masuk kepada yang lain”

Dari qaidah ini dapat diambil pengertian bahwa apabila ada dua
perkara, di mana maksud dari keduanya sama, maka sala satu dari dua
perkara tersebut dimasukkan kepada yang lain, artinya cukup dengan
mengerjakan salah satu saja dari dua perkara tersebut yang lebih besar,
karena pada hakiatnya, yang besar itu telah mencakup yang lebih kecil,
sehingga karenanya sudah dianggap telal mencakup ua perkara itu
sekaligus.®’

Contoh: Apabila seseorang mempunyai hadats kecil dan hadats besar
(junub), maka cukup bersuci dengan mandi saja, seperti kalau orang junub
dan haidh. Masuk masjid kemudian shalat fardhu, sudah mencakup shaat
tahiyyatul Masjid.

Kalau orang yang datang di masjidilharam kemudian Tahaf Nadzar,
maka sudah termasuk di dalamnya Thawaf Gudum. Tetapi kalu Thawaf
Ifadloh tidak dapat masuk di dalamnya Thowaf Wada; karena maksudnya
berbeda.

Qo’idah berikutnya adalah:

** Jaih Mubarok, Op-Cit, him 137
" Abdul Mudjib, Op-Cit, him 56
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Pengamalan terhadap suatu kalimat, lebih utama dari pada

menyia-nyiakannya. ‘

Perkataan tersebut ada kalanya jelas maksudnya, dan ada kalanya
kurang jelas apa yang dimaksud. Terhadap yang telah jelas maksudnya,
maka haruslah diamalkan sesuai dengan yang dimaksud itu; dan terhadap
yang belum jelas madsudnya, maka mengamalkan lebih baik dari pada
meniadakannya atau menyia-nyiakannya.

Contoh: Orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-
anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-
cucunya, maka harta itu harus diberikan kepada cucu-cucunya.

' Seorang mempunyai dua bejana, yang satu untuk khomar, yang satu
untuk cuka. Kemudian orang tersebut mewasiatkan salah satu dari bejana
tersebut. Wasiatnya syah dengan diartikan bahwa yang diwasiatkan adalah
bejana cuka.

Menurut Tajuddin As-Subky, tempat berlakunya qoidah ini ialah
apabila antara ihmal & i'mal terhadap kalimat itu sama; tetapi kalau i’mal
itu jauh sehingga seperti teka-teli, maka i’mal tidak jadi lebih utama.

Seperti kata-kata:” Saya kawinkan engkau dengan Fatimah” dengan tidak
ada kata-kata “anak perempuanku®.

Menurut pendapat yang lebih sah, tidak boleh i’mal, karena yang
bernama Fatimah adalah banyak.

Masuk dalam qoidah ini ialah qoidah:

AU B It bl

Meletakkan dasar itu lebih vtama dari pada memperkuat.

Sehingga kalau suatu lafadz dapat diartikan antara meletakkan
dasar dan memperkuat, maka didahulukan pengertian meletakkan dasar.

Contoh: Seorang laki-laki berkata pada istrinya: “Engkau saya
talak. engkau saya talak” dengan tidak ada niat apa-apa dalam
pengulangannya. Maka yang lebih syah adalah diartikan sebagai ta’sis
(meletakkan dasar).

Qo’idah yang lainnya berbunyi:
laalt (e 21,30
Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan mengganti
kerugian.
Dasar qaidah ini adalah Hadits Nabi:
W 4 32y o5 o O il U5 L St 20303 135 150 ST, 0
U A (68 ke 3573 iy il 1 B T ) el
N as i) Glally #A0 : LaNE (LSS 8 A Oyl
08 Ol Oty 4ale Ol (Paailly (o3 il y 3413 gl y daal
(Adle &yaa
Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu
bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si
pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan
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kepada Nabi saw., maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-
laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu: "Wahai Rasulullah,
ia (pembeli) telah mengerjakan (mengambil manfaat) terhadap
budakku”. Rasul bersabda:”Hak mendapatkan hasil itu disebabkan
keharusan mengganti kerugian”.

ASEGE A 435 a1 A2 G 15k o AN B2 0 06

iy (o e S0 S8 A A5 T AL S5 24U

e {ye A G Ty Adlanmn 6 (48 A0 16 1L
Abu 'Ubaidah berkata:" Yang dimaksud dengan “Al-Khoroj"
dalam Hadits ini adalah: pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh
seseorang yang kemudian menyuruh supaya hamba itu bekerja untuk
waktu tertentu. Setelah iiu diketahui adanya cacat yang disembunyikan
oleh si penjuai, kemudian ia kembalikan kepada penjuai tersebut,
dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan
keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena ia telah memberikan

pembelan, dan apabila ada kerugian maka ia yang akan rugi.

Jadi “al-Kharaj™ ialah segala apa yang keluar dari sesuatu, baik
berupa pekerjaan, manfaat maupun benda-benda seperti buah dari pohon,
susu dari kambing dan sebagainya. Semuanya adalah menjadi miiik dari
yang menanggungnya, sebab kalau ada kerugian, maka ia pula yang

menanggungnya.
Hadits tersebut di atas adalah termasuk sebagian dari “jawami’ul

kalim”, yakni kalimat yang ringkas tetapi artinya luas.
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